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Abstract

Village government administration constitutes an essential element in supporting governance
implementation and public service delivery, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning
Villages. The implementation of village administration requires adequate capacity of village
officials. Capacity refers to the ability, skills, understanding, attitudes, values, relationships,
behaviors, motivation, resources, and conditions that enable individuals, organizations,
networks, sectors, and broader systems to perform their functions in order to achieve established
development goals over time. However, in practice, disparities remain in the level of capacity
among village officials in understanding and implementing administrative governance in an
orderly, systematic manner and in accordance with prevailing laws and regulations. In this
context, Parlilitan Subdistrict, as part of Humbang Hasundutan Regency, holds a strategic role
in providing guidance and assistance to village governments, as mandated by Law Number 23 of
2014 concerning Regional Government. This community service activity aims to enhance the
capacity of village officials through administrative governance assistance conducted during an
internship program at the Parlilitan Subdistrict Office. The implementation method employed a
mentoring and participatory approach, involving students directly in governmental
administrative activities and office services within the subdistrict environment. The results of the
program indicate that administrative assistance effectively improved the understanding and skills
of village officials in managing governmental administration, while also strengthening
coordination between village and subdistrict governments. Ultimately, the administrative
mentoring initiative contributes to improving the performance of village governance in Parlilitan
Subdistrict, Humbang Hasundutan Regency.

Keywords: community service, village apparatus capacity, administrative assistance.

Abstrak
Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu unsur yang penting dalam menunjang
pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
desa memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai. kapasitas merupakan kemampuan,
ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan
kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja ataupun sektor,
dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka agar dapat mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya
masih ditemukan adanya perbedaan tingkat kapasitas aparatur desa dalam memahami dan
melaksanakan administrasi pemerintahan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kecamatan Parlilitan sebagai bagian dari
Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki peran yang strategis dalam melakukan pembinaan
dan pendampingan terhadap pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pendampingan
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administrasi pemerintahan yang dilaksanakan selama masa magang di Kantor Camat Parlilitan.
Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendampingan dan
partisipatif, yaitu dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan administrasi
pemerintahan serta pelayanan perkantoran di lingkungan kecamatan. Hasil pelaksanaan kegiatan
menunjukkan bahwa pendampingan administrasi pemerintahan mampu meningkatkan
pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan,
sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Hasil akhir
dari kegiatan pendampingan administrasi pemerintahan desa ini adalah untuk mendukung
peningkatan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang
Hasundutan.

Kata kunci: pengabdian masyarakat, kapasitas aparatur desa, pendampingan administrasi

PENDAHULUAN

Administrasi desa adalah proses pencatatan data dan informasi sistematis terkait
penyelenggaraan pemerintahan desa, mencakup bidang umum, penduduk, keuangan, dan
pembangunan. Sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016, buku wajib meliputi buku
peraturan, keputusan, inventaris, aparat, tanah, agenda, dan ekspedisi. Pengelolaan yang
baik sangat krusial untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan desa.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam
pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Banggai 2024).
Pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta pelayanan publik di desa. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam menjalankan
administrasi pemerintahan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan dari tahapan kegiatan untuk
pendataan dan informasi tentang pemerintahan desa pada buku register desa (Vestikowati
et al. 2020). Administrasi pemerintahan desa yang tertata dengan baik akan menunjang
kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan
desa. Kecamatan Parlilitan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Humbang
Hasundutan yang membawahi 20 desa dengan kondisi geografis dan kapasitas aparatur
desa yang berbeda-beda.

Perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam bidang
administrasi pemerintahan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan memiliki
peran penting sebagai pembina dan pendamping pemerintah desa agar pelaksanaan
administrasi pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel.
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Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Camat Parlilitan, penulis
terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas administrasi pemerintahan dan
pelayanan perkantoran yang berkaitan dengan pembinaan pemerintah desa. Keterlibatan
tersebut merupakan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk
membantu aparatur desa dalam meningkatkan pemahaman serta kemampuan administrasi
pemerintahan. Dengan demikian, artikel ini disusun untuk menggambarkan upaya
penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan administrasi pemerintahan di

Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Camat Parlilitan,
Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah
pendekatan pendampingan dan partisipatif dengan sasaran aparatur desa di wilayah
Kecamatan Parlilitan. Kegiatan dilakukan 3 Januari 2026 selama sepekan. Pelaksanaan
kegiatan pengabdian dilakukan selama masa magang dengan tahapan sebagai berikut:

Pada tahap persiapan, dilakukan pemahaman terhadap tugas dan fungsi
pemerintah kecamatan dalam pembinaan pemerintah desa serta mempelajari sistem
administrasi pemerintahan yang berlaku. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan aparatur
kecamatan untuk menentukan bentuk kegiatan pendampingan administrasi yang dapat
dilaksanakan selama kegiatan magang.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan secara langsung dalam
kegiatan administrasi pemerintahan di Kantor Camat Parlilitan. Kegiatan pendampingan
meliputi membantu pelaksanaan administrasi perkantoran, mendukung pelayanan
administrasi kepada masyarakat, serta membantu proses koordinasi administrasi antara
pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Tahap evaluasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan administrasi
pemerintahan setelah kegiatan pendampingan berlangsung serta mengidentifikasi
berbagai kendala yang dihadapi aparatur desa dalam menjalankan administrasi
pemerintahan. Instrumen yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan
pengambilan data langsung dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan administrasi pemerintahan desa berfokus pada penguatan kapasitas

perangkat desa dalam mengelola tata kelola, surat-menyurat, keuangan, kependudukan,
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dan aset secara tertib sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016. Pendampingan ini
bertujuan menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien, serta

meningkatkan pelayanan publik yang responsif.

Gambar 1. Pelaksanaan pendampingan administrasi pemerintahan desa pada
saat apel pagi

Kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan administrasi
pemerintahan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang
Hasundutan. Kegiatan ini difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan aparatur desa
dalam mengelola administrasi pemerintahan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara
langsung melalui observasi, diskusi, dan praktik pengelolaan administrasi di lingkungan
kantor desa.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan beberapa kendala dalam
pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain pencatatan dokumen yang belum
seragam, pengarsipan yang belum tertata secara optimal, serta keterbatasan pemanfaatan
teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi. Kondisi ini menunjukkan
perlunya pendampingan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam
menjalankan fungsi administrasi pemerintaha.

1. Penguatan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Administrasi Desa

Pendampingan administrasi pemerintahan selanjutnya diarahkan pada penguatan
pengelolaan dokumen dan arsip administrasi desa. Arsip administrasi memiliki peranan
strategis sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam

kegiatan pendampingan ini, aparatur desa diberikan pemahaman mengenai pentingnya
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pengelompokan dokumen berdasarkan jenis administrasi, seperti administrasi umum,
administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi pelayanan
masyarakat.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran aparatur desa
terhadap pentingnya tertib arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penataan arsip yang baik diharapkan
mampu mempermudah proses pencarian dokumen serta mendukung efektivitas

pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Pemerintahan Desa

Gambar 2. Pemanfaatan teknolgi informasi dalam pengelolaan administrasi
pemerintahan desa.

Selain penguatan administrasi secara manual, pendampingan juga difokuskan
pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan
desa. Aparatur desa didorong untuk mulai memanfaatkan perangkat komputer dalam
penyusunan dan penyimpanan dokumen administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi
ini dinilai penting dalam meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa serta mempercepat
proses pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan
keterampilan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi sebagai sarana
pendukung administrasi pemerintahan. Dengan adanya administrasi berbasis teknologi
informasi, diharapkan proses pencatatan dan pengelolaan data desa dapat dilakukan

secara lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan

822 | DEVELOPMENT, Volume 4 Nomor 4, Desember 2025
Available online at https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/DJCE/issue/view/175




[lis Selpiani Barasa, Jusmer Sitohang, M.Si, Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pendampingan
Administrasi Pemerintahan Di Kecamatan Parlilitas Kabupaten Humbang Hasundutan.

menunjukkan bahwa pendampingan administrasi pemerintahan desa merupakan strategi
yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur desa.

Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan
berkelanjutan dalam upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa. Oleh karena itu,
kegiatan pendampingan serupa perlu dilaksanakan secara periodik dan terstruktur,
disertai dengan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan agar dampaknya dapat
terukur secara lebih komprehensif. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta
komitmen aparatur desa menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program ini.
Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, diharapkan tata kelola pemerintahan
desa di Kecamatan Parlilitan dapat semakin efektif, transparan, akuntabel, serta mampu
mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.
3. Dampak dan Implikasi Pendampingan

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan administrasi pemerintahan di
Kecamatan Parlilitan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas
aparatur desa. Aparatur desa menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan
dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, baik dari aspek pencatatan, pengarsipan,
maupun pemanfaatan teknologi informasi. Pendampingan ini menjadi langkah strategis
dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif,

transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pendampingan
administrasi pemerintahan di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan,
memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan kapasitas aparatur desa.
Pendampingan yang dilaksanakan selama masa magang tidak hanya berfokus pada aspek
teknis penyusunan administrasi, tetapi juga menekankan pada pemahaman prinsip tata
kelola pemerintahan desa yang baik. Aparatur desa memperoleh peningkatan pemahaman
mengenai pengelolaan surat-menyurat, penyusunan laporan administrasi, pengarsipan
dokumen, serta penataan dokumen pemerintahan secara lebih sistematis, tertib, dan sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Peningkatan kompetensi ini secara langsung berkontribusi
terhadap efisiensi kerja serta meminimalkan kesalahan administratif yang sebelumnya

sering terjadi. Selain peningkatan kapasitas individu, kegiatan pendampingan juga
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berdampak pada penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Adanya interaksi dan
koordinasi yang intensif antara aparatur desa dengan pihak kecamatan selama proses
pendampingan mampu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan harmonis. Hal ini
mendorong terciptanya sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi administrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih
cepat, responsif, dan terorganisir. Dengan demikian, program ini tidak hanya
meningkatkan keterampilan teknis aparatur, tetapi juga memperkuat sistem kerja dan pola

koordinasi antarinstansi.
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